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Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya

Buku Rencana Strategis (RENSTRA) lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pengawasan Tahun 2021-2026 yang ditangani

oleh lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah

yang dUadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Pengawasan dan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Renstra ini merupakan dokumen

perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa

RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra lnspeKorat Daerah

harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini

berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan

tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMO, penutup dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas

dari proses pembangunan pada Urusan Pengavyasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan

kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini

menggunakan pendekatan logical framework sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan

indikator kinerja lnspehorat Daerah untuk mendukung tercapainya lndikator Pembangunan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen

yang berada di lnspeKorat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

lelah ditetapkan.
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BAB I

PENDAHULUAITI

Ll. Latar Belakang

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

harus membuat dokumen perencanaan, baikjangka panjang, jangka menengah ataupun

jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen

perenc€lnaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas

pokokdan fungsi.

Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang pengawasan. Dalam penyusunan

Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

lahun 2021-2026.

Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan

dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan

politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan lima tahunan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama Perencanaaan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan untuk mengantisipasi masalah dan kendala

Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode

sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada

lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin

kontinuitas dan konsistensi Program Pengawasan sekaligus menjaga fokus sasaran

yang akan dicapai dalam Peiode 2021-2026.
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Renstra lnspeKorat Oaerah juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan

dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan

demikian, Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu lahun 2021-2026

menjadiacuan dalam penyusunan rencana kerja serla menjadi pedoman pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja lnspektoral Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

fahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan

Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak

dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serla tahapan

penyusunan Renstra lnspektorat Daerah Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1 .1.

Gambar .1 .1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No.8A Tahun 2(n7

Proses penyusunan Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1 , juga dilakukan melalui

tahapan :

1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupalen Tanah Bumbu;

2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekalan logical framewok;

3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan,

penganggaran, pertanggungiawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran

dalam evaluasi.
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Sebagai dokumen perencanaan, Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu juga mempefiatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk

memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

,l.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) lnspektorat Daerah l(d4*r Ta* BLnbu Tahun 2018 - 2023,

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor442'1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 200$2025 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 33 tambahan lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6402);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20'tg tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

10. Pearturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6323);

11 . Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 59 Tahun 20"17 Tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 36);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 32);

'13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Klnerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20'15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017

Nomor 1312);
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17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 201 I tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor"1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 201 1

Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2021 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi lnspeKorat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra perangkat daerah ini adalah tersedia dan

tersusunnya dokumen perencanaan dan menyediakan tolak ukur serta alat bantu bagi

unit-unit kerja yang ada pada lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Program dan

Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Renstra lnspeKorat Daerah adalah mengoptimalkan t€r€r
fungsi Pengawasan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026,

sehingga teriadi sinergitas tupoksi lnspeklorat Daerah selaku Lembaga Pengalvasan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemyusunan Renstra lnspektorat Daerah 2021-2026 adalah penjabaraan

Tujuan dan Sasaran serta lndikatornya dengan merumuskan Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan sebagai langkah skategi untuk pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemedntahan Daerah yang merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana dan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

'1,4. Sistematika Penulisan

Renstra lnspeKonat Daerah Kabupalen Tanah Bumbu Tahun 2021-2021,

disusun dalam sistematika sebagai berikut: :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH

BUMBU, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- €paian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
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BAB III

BAB IV

BAB V

Bab Vl

BAB VII

BAB VIII

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU, memuat tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan lnspeKorat Daerah, Telaahan visi,

misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan

Renstra l(L dan Renstra Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata

Ruang \Mlayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bum

STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan

pelaksanaan kinerja pelayanan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, MCMUAT

tentang rencana progr€lm dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan

kinerja pelayanan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5

tahun.

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator

kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis lnspektorat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan

daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan

yang transparan, akuntable dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup

5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik,

Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam

rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua

pihak yang berkepentingan (stakeholde$) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan

pendekatan atas- bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam

renc€lna pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ilu.

2. 1 Tugas, Fungs,, dan Struktur Organisasi lnspektorat Daerah

lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi lnspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu.Dengan Peraturan Daerah ini penyebutan nama lnspektorat Daerah hanya
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menggunakan kata "lnspeKorat'. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nama lnspektorat

Daerah dirubah menjadi "lnspeKorat Daerah", sebagaimana diamanatkan juga dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lnspektur

dalam hal ini lnspektur Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab terhadap tugas

pokok dan fungsi perngawasan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan

Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pengawasan-

lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pasal 33 Peraturan

Pemerintah Nomo|t8 tahun 20'16 Tentang Perangkat Daerah adalah lnspektorat

Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang urusan pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh lnspel(ur, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah. lnspektorat Daerah

mempunyai fungsi, yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan Lainnya;

C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pnugasan Bupati;

d. Penyusunan pengawasan untuk tujuan teatentu atas penugasan;

e. Pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan beban kerja yang besar

berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam

tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,

lnspektorat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai

lembaga pengawasan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran

(learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan

clean government. Dalam lima tahun ke depan, lnspeKorat Daerah memprioritaskan

pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan

efeKifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.
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Struktur Organisasi lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor g Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi lnspektorat Daerah, adalah sebagai

berikut:

1. lnspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspekorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebuakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi peng€rwas€ln;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkail dengan tugas dan

fungsinya

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas fungsi :

a. Koordinasi kegiatan perenelnaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan,

kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;

d. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundangundangan;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milikdaerah/negara;

S. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

h. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

i- Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah

tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan

barang milik Daerah/Negara.
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b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan keuangan lnspektorat Daerah.

c. Sub Bagian lnformasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik,

pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan koordinasi

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan

Inspektorat Daerah.

3. lrban, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan

evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus pengaduan.

lrban dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;

b. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian

dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian

dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan daerah;

d. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian

dan evaluasi pengawasan atas pembinaan dan pelayanan masyarakat;

e. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian

dan evaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan;

f. Koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi terkait;

S. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh alasan.

lrban terdiri dari :

a. lrban Wilayah I

b. lrban Wilayah ll

c. lrban Wilayah lll

d. lrban Wlayah lV

\Mlayah kerja masing-masing Irban ditetapkan oleh lnspektur.

4. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian lugas

lnspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Organisasi

lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di atas, maka dapat digambarkan Bagan

Struktur Organisasi lnspektorat Daerah, sebagaimana pada (gambar 2.1) berikut ini:
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Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi INSPEKTORAT DAERAH

Sumber : Peratuan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2A17

2.2. Sumber Daya lnspektorat Daerah

22.1 Sumber Daya Manusia(SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi lnspektorat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut di

atas adalah: 1 (satu) orang Eselon ll; 5 (lima) orang Eselon lll terdiri dari 1 (satu) orang

sekretaris, 4 (empat) orang lnspektur Pembantu serta 3 (Tiga) orang Eselon lV yang

terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari

lnspektorat Daerah juga didukung oleh tersedianya 13 (Tiga Belas) tenaga fungsional

P2UPD, dan 21 (Dua Puluh Satu) Tenaga FungsionalAuditor.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan

kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan

INSPEKTORAT DAERAH sebagai center of knowledge dan leaming organization.

Komposisi jumlah pegawai lnspektorat Daerah dengan latar belakang pendidikan

sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan

diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai lnspektorat

Daerah berdasarkan jenis kelamin terdiri dai 44 orang laki-laki atau 65 o/o dan

perempuan sebanyak 24 orang atau 35 7o, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.

Sedangkan komposisi Pegawai lnspektorat Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu

IIISPEIiTORAT DAERiIH

XEII)F()K
JA UTG

sTI{RE'TARIAT

8I'B DAOIAIT I''X.,UDAT
IIPEGAYAIAI{

AU8 BAGIAII
PERII|CAI{AIX DrIT

XEUAIIGA.X

AUB AAGIAIT
IilI1ORTAAI DAI{

PELAPIORAX

IRI.AX I IRBIN U IRBTJI III IR"BTII Iv
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golongan lV sebanyak 13 orang atau 19 %, golongan lll sebanyak 33 orang atau 49 o/o

dan golongan ll sebanyak 3 orang atau 4 % dan Non PNS sebanyak 19 orang atau

28 o/o , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel2.1
Rekapitulasi Pegawai lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis

Kelamin Tahun 2021

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

1 INSPEKTUR 1 1

SEKRETARIAT 19 o 282.

INSPEKTUR PEMBANTU I 1 13.

INSPEKTUR PEMBANTU II 1 14.

INSPEKTUR PEMBANTU III 1 15.

1 16. INSPEKTUR PEMBANTU IV

14 357 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 21

M 24 69JUMLAH
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Tabel2.2
Rekapitutasi Pegawai lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan

No UNIT KERJA
JUMI.AH

PNS

GOLONGAN
Non PNS

IV ilt ll I

A B c D E JML A B c D JML A B c D JML A B c D JML A B c D JML

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 INSPEKTUR 1 1 1

2. SEKRETARIAT 10 1 11 2 1 3 6 1 2 3 19

3.
INSPEIfiUR
PEMBANTU I

1 1 2

4.
INSPEKTUR
PEMBANTU II 1 1 2

5.
INSPEKTUR
PEMBANTU III

1 1 2

6.
INSPEKTUR
PEMBANTU IV

1 1 2

7
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

34 5 2 41 8 3 13 3 27

JUMLAH TOTAL 49 6 6 1 13 10 3 14 6 33 1 2 3 19

Sumber: Data Kepegawaian, 2021
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Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No UNIT KERJA

PENDIDIKAN

D3 D1 SLTA SLTP
NON
SD

DATA
TDKADA JUMALH

1 2 5 7 9 11 13 14 15

1. INSPEKTUR 1 1

2. SEKRETARIAT 2 10 1

INSPEKTUR PEMBANTU I 1

4. INSPEKTUR PEMBANTU II 1 1

INSPEKTUR PEMBANTU III

6. INSPEKTUR PEMBANTU IV 1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TOTAL 14 27 1 15 68

Sumber: Data Kepegawaian, 2021
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2.2.2. Aset dan Unit Usaha yang itasih Operasional

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan lnspektorat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu adalah Gedung kantor seluas '1.146,48 m2, Kendaraan Dinas sebanyak

18 Unit (Roda Empat 4 Unit dan Roda Dua 14 Unit), Saluran Telepon sebanyak

1 Line, ruang rapat yang memadai dapat menampung 30 sampai dengan 60 orang,

serta terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa

di lnspektorat Daerah, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat

dalam Buku lnventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jika dilihat dari

jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai lnspeKorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp. 7.890.383669,45, sedangkan aset yang tidak

digunakan adalah senilai Rp. 5. 448.770.449.26 (69 %).

2.3. Kinerja Pelayanan lnspektorat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan

pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan

kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban

pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam

konstitusi suatu Negara, termasuk lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka

pada dasamya lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan jenis

pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional. Satu hal penting

yang perlu digaris bawahi adalah lnspektorat Daerah memberikan pelayanan tidak

hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada

unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu Unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanah Bumbu,

Pemerintah Desa se Kabupaten Tanah Bumbu serta kepada lnstansi Vertikal yang

terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Kementerian

Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
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23.'l Pencapaian Kineria lnspektorat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari

ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh

Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen perencanaan pembangunan

daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat

terlihat dari indikator kinerja Renstra lnspektorat Daerah kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021, letdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis

yang diukur melalui 8 (delapan) lndikator Kinerja Utama (lKU) dan 2 (dua)

lndikator Kinerja Kegiatan (lKK). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian dapat dilihat (tabel.2.4)

berikut ini :
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

No
lndlkator Klnerja sesual Tugas dan Fungsl

Perangkat Daerah

Targ€t
SPM

Target
IKK

Target
lndikator
Lalnnya

Target Renstsa Peranglet Oaerih Tshun ke- Reallsasl Capaian Tahun ke- Reslo Capalan p.da Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 I 5 I 2 3 I 5

2010 2417 2018 2019 2020 2018 2017 20tA 2019 2020 2018 2017 2018 2019 2420

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (e) (e) (10) (11) (12) (13) (1 4) (15) (16) (17) (18) (1 e) (20)

1 Jumloh SKPD yong menerimo Zono lntegritos IKK 0 0 0
,l

2 o 0 I a Qo/o OYo Oo/o r00% I 50%

2
Persentose SKPD yong mendopotkon niloi SAKIP

Minimol BB
IKU oyo 100k 1 sYo 7Oo/o 800k Oo/o lOo/o 6304 93Yo 9sYo r00% 417o/o 1320/0 11gYo

5 Copoion Moturiros SPIP Pemerintoh Doeroh IKU Level 2 Level 2 level 3 Level 3 [evel 3 Level 3 Level 3 100% ro0% r00%

4 Persentose Jumloh Temuon Moteriol IKU 13% 12Yo 1 4o/o 1 504 13Yo 13Vo t2% OYo 1 30/o 21Yo r00% r00% ooA 880k '185%

6 Persentose rekomendosi hosil pemeriksoon internol

dengon kotegori turfos (selesoi dirindokloniuti)
IKU 81yo 8s% 860/o 87v, 880/, 81o/o ASYo g90A 100% 100% r00% r00% r03% ll1Yo 114%

o
Persentose rekomendosi hosil pemeriksoon Externol

dengon kotegori tuntos (selesoi dilindokloniuti)
IKU 6s% TOYo 750k 9Qo/o 82o/o 86yo 65o/o 3lYo 59o/o 1 32o/o 93% 47o/" 74o/o

7
Persentose pengoduon mosyorokot yong

dilindokloniuri
IKU r00% r00% 100% 100% 100Yo lOOo/o r00% 't00% r00% 100.k 'r00% r00% lAOok '100% 100%

8 Copoion Kopobilitos APIP podo Level 3 IKU Level 2 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 r00% 100% 1000k 670k 67Yo

o Persenlose Tindok Loniut Temuon IKK 83% EAVo 85% 86% 87Yo 83o/o 84% 84o/o 82% 87o/. lOOo/o 1000h 99o/o 95% 100v.

10 iumloh Temuon BPK IKK 'l 0 Temuon 8 Temuon 7 Temuon I T€muon 5 Temuon I 0 Temuon 8 Temuon I 0 Temuqn 24 Temuon 5 Temudn r00% lOOo/o 1 43yo 300% r00%
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232 Anggaran dan Realiasasi Pendanaan Pelayanan lnspektorat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur

dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang

dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen

perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan

melalui kinerja anggaran dan realisasi pendaan pembangunan sebagaimana dapat

terlihat pada (tabel 2.5) berikut ini :
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Tebcl 2.5

Anggerrn dan R.ali3eli Pendsnran Pelsyanan lnspektorat Drerah

Kabupat n Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Sel.ten

Unlen

Anggrnn prda lahun le Rqll$l Angg.nn p.da Tahun lF R.3lo entan R.allsarl d.n Ang!trmn T.hur IF Ratr{ta Partumbuhan

I 2 3 I 5 'I 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Angg.r.n Ro.llsasl

2016 7017 2018 art9 NM 2016 fr47 2418 2019 mm mi6 m17 2018 2019 MN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (e) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Prooram Pelayanan AdministEsi Perkantoran 1.178.736.100 717.345.000 2.080.030.700 1.802.699.4s0 2.797.809 367 972.232.O15 673.214.036 1.986 958.725 I 7/to.334 140 2 648.767.019 82,N% 93,85% 95,53% 96,54% 94.67% N 51

Penyediaan Jas Kmunilcsi, Sumber Oaya
Air den Lidtrik

47.940.0@ 53.880.000 53.880.000 77.7m.m0 90 780 m0 38.528.425 43.409.036 50.877.&98 74 568 917 87.1 13.848 &,37% 80.57% u,43% 95,97% 95,96% 18 23

Penyediaan Jasa PemelihaEan dan Peri:inan
l(endaBan Dinas / ODcrasional

55.339.500 1 1 600 000 42. rm m0 65.7m.000 69.200 000 55.339.500 'r1.600.m0 29.276.300 61 325 000 52.132.1m '100,00% 100.m% 69.54% 93.34% 75,y% 61 42

Penyediaan Jas AdministEsi Keuangan 131.265.000 145.295.000 202.380.000 314.500 000 822.C20.W 129.635 0@ 141.235.000 200 655.000 3r4.500.000 793 386.795 98,76% 97,21% 99.15% 1m.m% 96,41% 61 65

Penyediaan Jas KebeBihan Kantor 4.530.000 3.434.500 5.767.7m 6274ffi 18.042.000 4 530.0@ 3.434.500 5 767 7N 6.274 500 18 042.000 100.@% 1m,m% r@,00% 100,m% 't00,00% 60 60

Penyediaan Jas Perbaikan PeElatan Kerja 7.940.0m 6.120.@0 20.750.000 20.850.m0 32 7m 0m 4.505.0@ 6.120.000 20 750.m0 19.637.500 32.7m.0m $,74% 100,00% 1@.00% 94.18% 1m,00% 68 84

Penyediaan Jasa Alat Tulia Kantor 38.282 6m 31.028.m0 53.443.000 64.333.850 87.069.850 32.634.500 31.028.000 52 720.865 64 333.850 87 069 850 85,25% 100,00% 98,65% 100,00% 1m,m% 31

Penyediaan BaEng Cetakan Dan
3.500.000 3.437.5m 4.975.000 7.338.7m 18.250 000 3 500.000 3.437.5m A 847.N4 7.335 mO 18.250.000 100,00% 100.m% 97,43% 99,95% 100,00% 60 60

Pgnyediaan Komponen lnstalasi Listrik /
PeneEngan Bangunan Kantor

64 875.0@ 2.150.m0 2.040.m0 38.456.m0 13.920.0m $.925 m0 2.150.000 2.040.000 38.313.500 13 788.760 98,54% 100,00% 100,@% 99,63% 99,06% 405 /tO3

Frsnyediaan p€Elatan dan perlGngl€pan
kantor

39.766.@0 675.525.000 285.6m./l00 935 875.000 39.516.000 671.010.m0 279 860 m0 853 902.490 99,37% s,3% 97,99% 91.24%

Penyediaan Bahan Ba€an dan PeEtumn
Perundano-UManoan

1.530.000 2.160.000 2.2W.W 2 280.0m 1 530 000 1950.m0 2.160 m0 2 160 000 100,00% 90 28% ,74% u.74%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 1.350.000 17.530.000 16.038.000 11.014.0@ 17.415 000 16.030.5m 97,04% 99,34% 99,95%

Penyediaan Makanan dan Minuman 1 1.298.000 10.920.000 37.920.000 47.380.m0 47.290.0m 6.300.000 10.920.0m 35.767.m0 47.380 0m 40.6!7.0m 56,76% 't00,00% 94,32% 100,00% 85,87% 67 80

Rapat-Rapat K@rdinasi dan Konsultasi Ke
I lnr flaeEh 526.1 00 000 165.000.000 671.300.0@ 511.4@.0@ 265 194.517 345.918.590 165.000.000 628.417.962 4S0 895.873 262.719.176 65,75% 100,00% s.51% 95,99% 99,07% 42 40

Penyediaan Jas Nm PNS 247 900.0@ 282.950.0m 273.500.0@ 290.400.000 347.650 0m 247.900 000 253.350.000 250.1m.000 263 385.000 340.264.500 100,00% 89,54% 91,U% 90,70% 97.88% I
Rapst-Rapat Kmrdina6i Dalam Daffih 22.9.l0.m0 52.950.m0 30 600 000 21.765.000 52 950 m0 30 6m.000 94,88% 100,00% 1m,00%

ProCEm Peningkatan SaEm dan PEBEna
ABratur 448.750.m0 587.350.0@ 444.153.751 580.580 0@ 98,98% 98,85%

Pembangunan Gedung Kanttr 374.900.0@ 370.730.000 98,89%

psmeliharaan Rutin / Bqkala G6dung Kantor 448.750.m0 212 450.000 444.153.751 209.850 m0 98,98% 98,78%

ProgEm Peningkatan Disiplin ApaEtur 18.000.000 39 6m.000 19.2m.000 18.m0.0@ 39.240.m0 1S.20000o 100,00% s,09% 100.00%

Pelaksnaan PengMsn lntemal SeaE
BerlGla

1.354.850.000 1 366 200.0@ r8.000.000 39.600 000 19.200.000 18 000 000 2,92v. I,41% 100 00%

ProCram peningl@tan siBtem pengffin
intemal dan pengendalian pelaksnaan
kebijakan KDH

1.6@.510 000 1.586.850.000 1.71'1.010.0m 1 181 7SO000 1.132.812.W r.474.610.000 1.584.894 200 1 684.323.000 1.145.,160.000 1.684 137 0m 91.62% 99.88% 98.44% 96,93% 97.19% 6 7

Pelaksanaan Pengamsn lntemal SsaE
Berkah

1.354.850.0@ 1.366.2m.m0 1.4t,2.410 m0 966.620 0@ 1.372.6m 000 'I 221.150.0@ 1 366.2m.000 1.477.835.000 962 430.000 1.372.2fi.ffi 90,13% 1m,m% 99,@% 9S,57% 9S,97% 4 7

Penanganan Ka6us Pengaduan di Lingkungan
P€merintah DaeEh

42.@O.mO 172en.W 86 000 000 78.050 000 195.020 000 42 450 000 16.650.0m 80.050.0m 67.155.m0 147.750.000 ss.65% s6,80% 93,08% 86,04% 75,76% 120 ,06

Tindak Lanjut Hasil Temuan PengMen 188.600.000 '113.300.@0 90.700 000 63 220.m0 'l'18.740 000 '187.550 000 1 1 t.900.000 89 268.000 69 125.000 117 685 000 *,44% 98,76% 98,42% 99,86% 99,1 1% (3) (3)

n@rqtnasr Pengawasn Yang Leorn
23.460 000 18.150.m0 51.900.0m 67.900.000 46.452.000 23.,160.000 18.1,14.2m 37.170.0m 46 750.000 46.452 000 100,00% 99,97% 71.d2% 68,85% 100,@oa A1

Eawluasi Berl€la Temuan Hasil Penoilasn 72.000.000 72 0@.000 100,00%

Proo€m penir{katan proEsionalisre taaga
p6mils dan aparatur pelEffin 285.440 m0 177.516.9S 346.165.600 23 998 0m 242.198.16 152.244.1W 266 340 937 23.348.000 84,85% 85,76% 76,9496 97,29%

Pelatihan Pengembanoan TenagE Pemeriksa
dan ApaEtur PsngMsan 285 {40 000 164 532.500 333 150.000 11.220.0m 242.198.'r05 140.266.19S 253.975.337 11 22ACm 84,85% 85,25% 76,23% 1m,m96

Pembinaan Jabatan Fungsonal PengM6 'r2.984.400 '13.015.600 '12.778.W 1 1.978.000 12.365.m0 12.128.W 92,25% 95,01% 94,91%
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan lnspeKorat Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat

secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah

dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik

mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan

ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Bumbu, dimana salah satu Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah Membangun Tata

Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel, maka pengaruh lingkungan

eksternal yang meliputi tantangan dan peluang yang dihadapi lnspektorat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk mendukung misi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tantangan:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah

Daerah pada umumnya.

2. Kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

3. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan

keuangan maupun kinerja SKPD.

4. Luasnya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang masih sulit untuk dijangkau.

B. Peluang :

1. Adanya dukungan dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dad Bupati Tanah

Bumbu;

2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP

serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;

3. Adanya motivasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu;
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BAB III
PERTI'IASALAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS

3.,l. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan lnspektorat

Daerah

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif

(participatory planning).

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka

lnspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi pergawasan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. lnspektorat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang

pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun

2018. Kebtakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan

prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi lnspektorat Daerah ke depan masih menghadapi

beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1 . Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan,

2. Belum optimalnya dukungan peraturan perundangan, terkait dengan pelaksanaan fungsi

pengawasan

3. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari

korupsi, kolusi dan nepotisme
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Table 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penenhran Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi INSPEKTORAT DAERAH sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Nomor g Tahun 2017 Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan, dituntut untuk

dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan

pembangunan sehingga dapat mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu: "Membangun Tanah Bumbu

Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis", dengan Misi sebagai berikut:

MlSl Pertama

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan BerAkhlak Mulia

MlSl Kedua

Mewujudkan lnfrastruktur \Mlayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan

Publik dan Perekonomian

MlSl Ketiga

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung

dan Daya Tampung Lingkungan

MlSl Keempat

Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan

Agroindustri

NO Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah

Belum efektifnya dampak

hasil pemeriksaan APIP

terhadap ki nerja perangkat

daerah

1. Rendahnya Komitmen

Perangkat

2. Kurangnya Diklat bagi

Aparatur Pengawas

Kurangnya efektifitas

Sistem Pengendalian

lnternal Pemerintah

(SPIP) di Tingkat

Perangkat Daerah

1. Kurangnya Sosialisasi

2. Belum optimalnya

Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Kurangnya

SDM dan

Prasarana

Dukungan

Sarana

1. Kurangnya SDM

2. Kurangnya Anggaran

Sarana Prasarana
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MlSl Kelima

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

Misi perlama, memiliki tujuan :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran

a) Meningkatnya Mutu Pendidikan b) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

c) Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja d) Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat e) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

f) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban g) Meningkatnya kualitas kepemudaan

2\ Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah dengan sasaran

a) Meningkatnya pembangunan kebudayaan b) Meningkatnya struKur sosial yang

madani.

Misi kedua, memiliki tujuan :

1) Meningkatkan Pembangunan lnfrastruktur Wilayah dengan sasaran a) Meningkatnya

Kualitas lnfrastruktur Jalan b) Meningkatnya sistem irigasi berkinerja baik

c) Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman d) Meningkatnya kualitas air

minum dan sanitasi f) Menurunkan resiko terjadinya bencana

Misi ketiga, memiliki tujuan :

1) Meningkatkan kualitas lingkungan dengan sasaran a) Meningkatkan kualitas air dan

udara b) Meningkatkan tutupan lahan c) Meningkatkan Kualitas Perumahan dan

Pemukiman d) Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi Q Menurunkan resiko

terjadinya bencana

Misi keempat, memiliki tujuan :

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran a) Meningkatnya Nilai Tambah

sektor pariwisata b) Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian c) Meningkatnya lklim

lnvestasi d) Meningkatnya Sektor lndustri dan perdagangan.

Misi kelima, memiliki tujuan :

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani dengan sasaran

a) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah b) Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah c) Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik d) Meningkatnya Kemandirian Desa.
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Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan

pengawasan yang diselenggarakan lnspeKorat Daerah, maka fungsi dan tugas lnspeKorat

Daerah terkait erat dengan pencapaian MlSl Kelima yaitu "Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel"

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan lnspeKorat Daerah Kabupalen

Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah T ahun 2021-2026 dapat dilihat (tabel 3.2) berilut ini :
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Tab€l 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Deerah

Terhadap Pencapaian Msi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala oaerah

VlSl : tlembangun Tan.h Bumbu Maru, Unggul, Mandiri, Religius dan Domokratis.

No.
Misidan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan

Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Ponghambat Pendororg

(1) (2) (3) (4) (5)

1 MombangunTata Kelola Pemerintahan yang

Melayani, Sederhana dan Akuntabel

1. Penyelenggaraan Pengawasan 1 . Belum efeHilnya dampak hasil pemeriksaan
APIP terhadap kinerja perangkat daerah

'1. Rendahnya Komitmen Perangkat
Daerah

2. Belum optimalnya penyelesaian tindak
lanjuthasil pemeriksaan

3. Belum adanya mekanisme reward and
punishm€nt atas kinerja perangkat

daerah

I Peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam
pengawasan

2 Dukungan aturan pengawasan yang cukup

3 Tersedianya sistem teknologi informasi

4 Koordinasiyang baik dengan instansiterkait

2. Kurangnya etektifttas Sistem Pengendalian
lnternal Pemerintah (SPIP) di Tingkat
Perangkat Daerah

1 Belum optimalnya peran lnspektorat
sebagai fasilitator SPIP

2 Keterbatasan anggaran untuk
peningkatan SPIP

3 Kurangnya pemahaman dan komitmen
SKPD

1 Adanya aturan dan podoman yang cukup.ielas

2 Sudah terbentuknya Sa(gas SPIP di tingkat
Pemda dan SKPD

3 Kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina

4 Organisasi dan tata kerja yang jelas

2. Perumusan Ketijakan, Pendampingan dan
Asistensi

1 Kurangnya Dukungan SDM dan Sarana
Prasarana

1 Kuranonya Kuantitas dan Kualitas SDM

2 Belum sempurnanya SOP

1 Adanya kesempatan pengembangan kapasitas
SDM Aparatur

2 Oplimalisasi Anggaran yang tersedia seefektif dan
seefisien mungkin

3 Sudah ada aturan dan pedoman yang cukup jelas

4 Koordinasi yang baik dengan instansi pembina
(BPKP, Kemendagri)
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3.3. Telaahan Renska Kementerian/ Lembaga dan Renstra lnspektorat Daerah

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalahRenstra Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Renstra Kementerian Dalam Negeri

merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi

obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri. Salah satu sasaran strategis

yang ingin dicapai dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatan kualitas

pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien,

akuntabel dan kompetetif

Adapun Sasaran Renstra lnspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai

berikut :

1) Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemda dan pengelolaan asset daerah

provinsi;

2) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Provinsi

3) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota.

4) Meningkatkan kualitas perencanaan pembinaan dan pengawasan.

5) Meningkatnya sertifikasi dan kemampuan sumber daya aparatur pengawasan

5) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Provinsi

Kalimantan Selatan.

7) Meningkatnya pemantauan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (LPPD)

8) Meningkatnya kualitas Pengelola Keuangan dan Aset.

9) Meningkatnya Level Kapabiltas APIP

10) Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat,

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui

indikator kinerja sasaran beserta target setiap per{ahunnya.

lmplementasi sasaran yang terdapat dalam Renstra Kemendagri, BPKP, dan

lnspeKorat Provinsi Kalimantan Selatan terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu lahun 2021-2026 dan Rencana

Strategis (Renstra) lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun Program Program Kegiatan yang menunjang fungsi pengawasan seluruhnya

dituangkan di dalam Rencana Skategis (Renstra) lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu sejalan dengan sasaran Ren@na Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202'1
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3.5. Penentuan lsu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan

dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi lnspeKorat Daerah, maka

dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas

lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebUakan teknis

bidang pengawasan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

'1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang bersih, dan beMibawa,

profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang

tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

2. Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat

Daerah

3. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil

pengawasan baik internal maupun ekstemal.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis pengawasan periu

ditingkatkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk

membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan

keberadaan institusi pengawasan dalam hal ini lnspektorat Daerah yang membantu Kepala

Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga

semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur

sangatlah menentukan dalam mewujudkan good govemance

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi lnspektorat Daerah, lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah. Terkait dengan telaah Rencana Tata Ruang dan \Mlayah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 -2037 serta

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Tanah Bumbu, lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki

program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus

mengenai hal tersebut di atas.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis lnspektorat Daerah yang telah

dituangkan sebelumnya pada Bab lll, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

lnspektorat Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026

yang menjadi tugas lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan

Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan Sasaran lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada

Tujuan dan Ssasaran untuk mencapai Misi Perencanaan Jangka Menengah Daerah dalam

rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan

meningkatkan mutu penyelenggaraan pengawasan.

4.1 Tuiuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urus€ln pengawasan, maka

tujuan jangka menengah lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : "Mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peEturan perundang-undangan."

(indikator_Capaian Maturitas SPIP)

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1 . Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :

a. Predikat SAKIP (lndeks)

2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan lnternal, dengan indikator:

a. Persentase SKPD yang menerima Zone lntegritas (o/o)

b. Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A (%)

c. Capaian Kapabilitas APIP (Level)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.'t sebagai berikut :
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Tabel4.l

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

lnspektorat Daerah

Tujuan lndikator Tujuan Sasaran*
lndikator

Sasaran"
Satuan

Target Kineda

2021 2022 2023 2024 2025 2026

( ) (2) (3) (5) (6)

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik dan

Melayani sesuai

peraturan

perundang-

undangan

Capaian Maturitas

SPIP Level 3 3 3 3 3 3

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Perangkat
Daerah

1 Predikat SAKIP

lndeks A A A A A A

2 1 Persentase
SKPD yang
menerima Zone
lntegritas (Zl)

o/o 7,14 7,14 7 1 4 o 52 9 I 52 11,90

2 Persentase
SKPD dengan
Nilai Minimal
SAKIP A

o/o 16,67 19,05 21,43 23,81 26,19 28,57

3 Capaian
Kapabilitas
APIP Level 2 2 3 3 3 3
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atiau langkah dengan penghitungan yang pasti

untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat

makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan.

Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan

suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasamya merupakan

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi dan Arah Kebijakan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

memperhatikan tugas dan fungsi lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

perangkat daerah yang merumuskan kebijakan di bidang pengawasan Sebagai perangkat

daerah yang membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerinlahan

yang menjadi kewenangan Kabupaten. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi

internal, lnspektorat Oaerah melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah,

strategi yang dipilih untuk tahun 2021-2026 secara naskah sebagai berikut :

1. Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern perangkat daerah.

2. Menyelaraskan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan

berbasis TlK.

3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sesuai kebuakan, sasaran program dan kegiatan serta mengacu peraturan yang berlaku.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawas.

6. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
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Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategitersebut adalah :

1. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008.

2. Meningkatkan cakupan reviu dan evaluasi dalam kinerja perangkat daerah.

3. Meningkatkan dan menyusun rencana monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil

pengawasan internal dan ekstemal.

4. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan reviu

atas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparatur pengawasan untuk

meningkatkan keahlian dan pengetahuannya.

Strategidan arah kebijakan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada

tugas dan fungsi setiap bidang Pengawasan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Gambar 5.1

Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan lnspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
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Strategi dan Arah Kebijakan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima

tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 dalam rancangan awal Renstra lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Tabel5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebiiakan

VISI
MlSI

Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

No Tuiuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5

1 Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Melayani

Meningkatnya
Kualitas,
Akuntabilitas dan
Kapabiltas
Kinerja
Pemerintah
Daerah

Manajemen Kinerja
Aparatur Pemerintah
Daerah

Peningkatan pengawasan

dan pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan daerah
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah

dituangkan sebelumnya pada Bab V, maka disusun langkahJangkah Rencana Skategis yang

lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) meliputi program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan dengan tetap mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021.

Sebagai Sebagai penrujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program

dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi lnspektorat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan peniabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan

sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outmme maupun

impactyang sesuaidengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok Sasaran

serta Pendanaan lndikatif lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

dapat dilihat pada tabel 6.1 . berikut ini :
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01.06.02 Ponycdaan Pemlatan dan
P.ilcngkaPan f€nlor

Jumlah Pemlatah
dan PGrlengkapan
Kantor yang

dlsedlakan') (unit)

65.00 58.925.00[ 55,00 727.783.M 55,00 764.173.000 55,00 802 382 0m 55,00 842.502.00C 55,00 842 502.Od Kabupaten
fanah
Bumbu

01.06.04 Pcnyediaan gahan Loglstlk
Kantor

Bahan Logbtik
Kahtor yang

dlsedlakan') (bulan)

12,OO 2.640.m( 12,@ 134 S9 mC 12,N 141.434 000 12,00 1 48.506.000 12,@ 155.932.000 12,m 155.932.0@ lGbupaten
Tanah
Bumbu

01.06 05 P6nyediaan BaBng Cotakan
dan Penggandaan

EhEnO Cetakan dan
Penggandaan yang

dls6dlakan (bulan)

12,O0 45 010.00c 12,00 49.625.00C 12,@ 52 107 12,00 54.713.000 12,@ 57.449.000 'l2,oo 57.449.00C Kabupatan
T6n{h
Bumb!

01.06 06 Ponyodhan Bahan Bsean
dan PeEtu€n Porundeng-
undangan

Jumlah Bahan
gecaan dan
PoEtJan Perundang
undangan yang

dbodhkan
(Medla/Buku/
EksmDla.)

24,00 617 120.000 24,N 2 911.000 24,04 3 057.00( 24,00 3.210.000 24,00 3.371.000 24,@ 3.37 1.000 Kabupaten
Tanah
Bumbu

01.06 09

SKPD

Jumlah Rapet
K@rdinasi dan
Konsulhsl SKPD')
(kall)

291,00 466.354 000 302,00 51 4.1 68.00! 310,00 539 878 00( 316,m 566.872.000 323,00 595.21 6.000 323,00 595.216.000 Kabupaten
Tanah
Bumbu

01. 07 Ksgiatan Pengadaan Barang
Milik DaeEh Penunlang
ljrusn Psoilntgh DaeEh

PeEontas
penyodiaan

kobutuhan ba€ng
mlllk daech
penunjang urusn
pemorlntah daaEh
(%)

100,6 681.&95 000 100,m 1 807.790.000 100,00 1.845.380 00( 1@,00 1.884.849.000 100,00 1 926.2S2.000 1m,00 't . s26.292.000 tGbupaten
Tanah
Bumbu

01. 07 02 Fongadaan KonalaEan Olnas
Operasional ahu Lapangan Dlna6 OpoEsional

atau Lapangan yang

diadakan) (unit)

,00 6,00 1 .056.000.000 6,00 6,00 1 .056.000.000 6,00 1.056 000.000 6,00 1.056.000.0m Kabupaten
Tanah
Eumbu

01 07.00 Pengadaar Gdung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Y6ng dibangun')

2,00 681.895.000 2,0a 751.790.000 2,@ 789 3€0.00C 2,OO 828.849.00C 2,N 870.252.004 2.00 870.292.00( Kabupaton
Tanah
Bumbu

01.08 Kogiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan oae€h

Per@nbs
pemenuhanJaga
p€ounlang uru3an
pemeaintahan dao6h
('%)

100,00 31 3.767.400 100,00 345.931.000 1@,00 363.229 00C 100,00 381.393.00[ 100,00 400.464.00t 100,00 400.464 00{ Kabup6l6n
Tanah
Bumbu

0'1. 08. 02 Penyediaan Jae Komunlkasl,
Sumber Daya Alrdan Listrik

Jas Komunlkasi,
Sumber Daya Alr dan
Ltstrlk yang b66dh
(bulan)

12,@ '154.545 000 12,& 170 387.000 12,OO 178.907.000 12,00 187.853.00C 12,& 197.246.00C 12,00 197.246.000 Kabupatan
Tanah
Bumbu

01.08.03 Peny6daan Jasa PeElatan
dan Psrlengkapan Kanbr

Ja{ Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang tcBdia (bulan)

12,00 50.500 000 12,00 55.677.000 12,00 58.461 0m 12,00 61.385.000 12,OO 64.455.000 1?,00 64.455.000 Kabupaten
Tanah
Bumbu

01.08.04 Jumlah p€mbaya€h
Ja& Pelayanan
Umum Kantor')
(bulan)

1 2,00 108.722 M 12,@ 1 19.867 000 12,00 125.861.000 12,m 1 32.155.0m 12,44 138.763.00€ 12,W 1 38.763.000 Kabupabn
Tanah
Bumbu

01.09 Keglatan Pmellhataan
Barahg M$lk OaeEh
Psnunjang lJrusn
Pemerintahan Oac6h

PeBenta@ BaEng
Milik DaeBh
penunjang urusan
pemorintahan yang

terpelihaE dengan
baik ('%)

1 00,00 465.295.000 100,00 512.969.000 100,@ 538.640.@ 1@,00 565.573.&0 100,00 593.852 000 100,00 593 852.000 Kabupaten
Tanah
Bumbs

01.09 01 Penyedhan Jasa
Pemeliha€ah, BEya

Peilzinan Kendaraan Dinas
Ope6sional atau Lapangan

Penyediaan Jasa
PemelihaEan, Biaya
PemelihaEan, Pajak
dan PerLinan
Kendaman Dlnag
OpeBsbnal abu
Lapangan') (bulan)

12,00 93 700.000 12,00 1 03 305.000 12,OO 108 471.000 12,00 1 1 3.895.000 I 2,00 119.590.000 1 2,00 1 1S 5S O00 Kabupaten
Tanah
Bumbu

01.09.09 PemolihaEan/Rehabilihsi
Gedung Kahbrdan
Bangunan Lalnnya

Jumlah Gedung
Xant\or dan
Bangunan Lainnya

2,00 371.595 m0 2,OO 40s 684.000 2,00 430.169.0@ 2,00 451 678.000 2,00 4i4.2.OW 2,OO 41 4 262.ON Kabupaten
Tanah
Eumbu

n') (unlt)

RENSTRA I NSPEKTORAT DAER AH 2021 -2026

1.056.000 00

36



M.nlngkrtnyq
Kkrd.
Pan0Man
lffirl

PoBnh$
SKPO y.hg
lMGrlOa zom
lnt gila. (96)

7,11 2.408.196.75C 7,11 3.653.3't2.@( 7,11 3.873.961.000 9,52 3.996 076 0@ 9,52 3.997.781.0@ 1 1,90 3 997.781 00C Kabupffin
Tanah
B!mbu

Krbulabn
T.Eh
Bumb!

Krbup6bn
Taneh
Bumbu

16,6-l r9,05 21,43 23,81 24,19 28.57

Ni.I SAKP
tlhlr.l A (96)

Crp.hn
k pqbuzs
APIP (t@l)

2,@ 2,00 3,m 3,m 3.m 3,m

v2. ol K.ghlan P.nycl.ngg.@n
PangMEn lntarnal

Pa@nba laponn
pqEman lnbm.l
,lng db.l€lan
(5)

1m,@ 't .497.6{8.050 100,m 2.317 1$.ffi 16,00 2.1fi.247 @ 100,@ 2.502 925.@ tm,m 2.fi2.C25.m 1m,6 2.fi2%_ffi |(abuFatm
TaMh
Sumbu

02.0t.01 PcngM*n Kirerjs
Plmcilnbh DacEh

Jumlah hponn
P.ngmrn kln.4.
P.m.rffih Dartrh
(L.porn)

47,6 21 1 250 000 49m 255 180 00C 51,m 268.254 000 53.00 281.667.0m 55,m 281.667.000 55,00 281 667.0m K.bupabn
Temh
Bumbu

02.01 02 PlngM9n Keuangan
Pamerintah OaaEh

Juml.h lapoEn
pangaB$n
kGurngah
Plmaflntah OaaEh
(L.pocn)

47,00 31 ffiffi 50,00 s7 133 mC 52,@ 595.490 m0 s,m 625.2S.0m 57,m 625.m5 000 57,00 625.265.000 Kabupatan
Tanah
Bumbu

m 01. 03 Rdlu Lapohn Klnerja Jumllh lapoEn hasll
rcviu L.poan Klnarja
(L.poEn)

6,@ 19 27r.00€ 5,00 129.670.00C 5,00 149.r/0 000 5,00 157 259.W 5,m 157 259.0m 5,m 157.259.000 K.bupabn
Tanah
Sumbu

02.01 04 Jumhh lapoBn h.t[
EIU l,rponn
Kcu.ngnn (L.poEh)

1,m 468 70{ 45( 1,00 54 200 00c 1.m s 910 m0 1,m 56.9'10 000 1,00 56 910 @ 1,m 56 910 m0 K.bupqt!n
Tanah
Bumbu

0201 6 PongrMan Or& Jumlah LapoEn
pongMgn D@
(Laporan)

36,00 336.928.00C 36,00 886 &0 mC 36,00 931 182 m0 36,00 931.182.00( 36,m 931 182.000 36,00 931 182.000 Kabupatao
Tanrh
Bunbu

02 01.06 Keriasama Pengamgn
lnbrnal

Jumlah l.porr halll
kadaama
pangaEnn lntemal
(LaFran)

2,N 282.1 13.60{ 2,00 34ffim 2,00 40 ml 000 2,00 12.072.M 2,00 42.072 fro 2,00 42 022.@l Kabupabn
Tanah
B!mb!

c2. 01. 07
Tkrd.k Lujut lt .I

Trrdak Lanjut ltaiil
P.m.ikean APIP

Jumlah bmqn ylng
dlhd.$.nlut
(Tmu.n)

90,00 1 17 881 00( 85,00 389 162.00C 80,00 40amm 75,@ 408 620 00c 75,00 40a 620 M 75,@ 4m6rcm Kibupat n
Tanah
Eumbu

02 02
Pongffian ddgan Tuiu.n
Tcrtantu

Paphbe lapoEn
pangam{n ddgan
uuan t rt!n& y.ng
db.ldlkan ('96)

1m,00 63 {A 7fr 100,m 560.773 ofr 100,00 ffi.8tl m( ,00,m 618.251.00( 1m,00 619.955.00( 100,m 519.956.00(

02.02.01
Karuglan NagaralDaeEh

Jumlrh lapoEn
Pamnganan
Panyabahn
K@gbn
tLlaE/DaaEh
(LapoEn)

2,00 25 561 otr 30 930 00c 2,W 32 477 2,@ 34.!00.00c 2,00 35.805.00( 2.00 35 805.00C Klbup(bn
Tanah
Buhbu

02 02 02 PcngM$n Dengan Tulun
Tartantr

Jumleh lapo[n
pangMrn dangan
tuluan brtrntu
(L.podn)

39,@ 437 885 7fi 39.00 529 843 00C x9,00 556 33,{ m( 39,00 544. r 51.00c 39,m 584.151 m( 3S,00 584 151 ofi K!b0pqton
Tanah
Bumbu
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,ROGRAT{

PENYELENGGARAAN
DENGAWASAN

,ckomndaD LHP

nn9 dlthd.khn ut
l%)

1@,m t.$1 094./{ 100,00 3.039.058 00( 100,0( 3.121. t76.@( tm,0t 3.122 8€1.mt 1m,m 3.122.881.ffi Kabuyabn
lanah
Bumbu

KabuPllan
T.nrh
Bmbu

Z,@
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

lndikator kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk

selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sesuai dengan Tabel 7.1

lndikator kinerja lnspekorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waKu 5 (lima) tahun kedepan

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu lahun 2021-2O26 untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan

apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2021-2026 E



Tabel 7.1

lndikator Kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

NO Tujuan lndikator Tujuan Sasaran lndikator Sasaran
Tsrget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

Kondisi
Kinerja

Pada Akhir
Periode
RPJMD2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik
dan Melayani sesuai
peraturan perundang-
undangan

Capaian Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Predikat SAKIP A A A A A A A

Meningkatnya Kinerja Pengawasan
lnternal

Persentase SKPD yang menerima
Zone lntegritas

7,140/o 7,140/o 7,14o/o 9,52o/o 9,52o/o 1'1,S0% 11,900k

Persentase SKPD dengan Nilai
SAKIP Minimal A

16,670/o 19,050/o 21,430/0 23,810/o 26,190/o 28,570/o 28,570/o

Capaian Kapabilitas APIP
(Aparatur Pengawas lnternal

Pemerintah)
Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

T ahun 202'l-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu

arah, sasaran dan tujuan aparatur lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengawasan, Oleh karena itu

Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis

dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

fahun 2021-2026.

lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan berpedoman

pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan

dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Pengawasan pada lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Skategis lnspeKorat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan

pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum

sepenuhnya tertangani pada periode Renstra lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima)

tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program

pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026.

Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen

perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program lahun 2021-2026 yang disusun sebagai

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika

perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis

terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 202'l-2026 dan tugas pokok serta fungsi, maka lnspeKorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kelima

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah

lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan melalui pembinaan dan

pengawasan lntern yang profesional berdasarkan standar, norma, dan kode etik pengawasan.
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Penyusunan strategi dan kebijakan lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan analisis Logical Frame Wo* dan pohon

kinerja, untuk menghasilkan: ("1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) lndikator yang harus dicapai

oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang

menyelenggarakan fungsi pengawasan yakni meliputi lndikatoruntuk Eselon ll, lll, lV dan l(*rpok

Jabatan Fungsional. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian

tujuan dari Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

adalah sebagai berikut:

1) lndikator Kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam

Rencana Strategis lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban

seluruh insan lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya,

berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada

akhirnya bermuara pada tercapainya lndikator Kinerja Utama (lKU) Bupati Tanah Bumbu

yang terkait dengan fungsi pengawasan

2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan lnspeKorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.

3) Mensosialisasikan Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini,

kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder lnspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Skategis lnspektorat Daerah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber

daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renelna strategis ini setiap tahun akan

dilaksanakan evaluasi. Apabila dipedukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan

Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan pada rencana strategis ini.
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